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ABSTRAK

PARADIGMA KUNTOWIJOYO TENTANG PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA INDONESIA
(PERSPEKTIF SIYASAH)

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, sejak awal munculnya
menimbulkan perdebatan yang panjang antara dua kubu, yaitu kubu nasionalis
sekuler dan nasionalis muslim. Hal ini dikarenakan adanya keinginan dari
nasionalis muslim unuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara yang baru
merdeka ini. Perdebatan ini berlangsung nyaris hampir selama pemerintahan Orde
Lama. Sementara, pada pemerintahan Orde Baru, Pancasila dijadikan alat untuk
deideologisasi politik Islam, yang bertujuan untuk melanggengkan rezimnya.
Fenomena ini terus berlangsung hingga masa reformasi.

Kuntowijoyo sebagai seorang cendikiawan muslim Indonesia memberikan
sumbangsih pemikirannya mengenai Pancasila. ia menganggap bahwa Pancasila
adalah obyektifikasi Islam. Beliau juga mengungkapkan beberapa persoalan
tentang penyelewengan Pancasila selama pemerintahan Orde Lama dan Orde
Baru. Dari pengalaman sejarah inilah kemudian Ia memberikan beberapa solusi
penerapan bagaimana Pancasila seharusnya dijalankan. Hal ini sangat menarik
ketika dikaitkan dengan kajian politik Islam. Dan ini memberikan kesempatan
kepada penyusun untuk menyingkap konsepsi tokoh, Kuntowijoyo, tentang
Pancasila menurut perspektif politik Islam serta relevansi pemikirannya terhadap
kondisi Negara republik Indonesia.

Dalam pemikiran politik Islam, tidak ada keharusan bagi umat Islam untuk
mendirikan Negara Islam. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perintah dalam al-
Qur'an dan sunah untuk mendirikan Negara. Namun, [slam (al-Qur'an dan Sunah)
memberikan pinsip-prinsip hidup bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip
tersebut adalah Pertama, amanat yang bertanggungjawab, kejujuran dan
keikhlasan. Kedua, keadilan yang luas untuk seluruh manusia, termasuk keadilan
sosial. Ketiga, Ketuhananh Yang Maha Esa, seperti tertulis dalam perintah untuk
mentaati Allah dan Rasulnya. Keempat, kedaulatan rakyat, yang dicantumkan
dalam perintah "uli al-Armri".

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa pemikiran
Kuntowijoyo tentang Pancasila sealut dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan
oleh pemikiran politik Islam tentang dasar dasar ‘hidup bermasyarakat dan
berritgara. Sedangkan dalam konteks keindonesiaan, Konsep Kuntowijoyo
tersebut cukup relevan untuk diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia yang
plural. Hal ini tidak lain adalah untuk keberlangsungan kehidupan bernégara
dalam menjaga keutuhan bangsa yang terdiri dari berbagai golongan masyarakat.
Penyimpangan-penyimpanga terhadap Panicasila di masa lalu yang menimbulkan
perdebatan panjang harus dihentikdn déngan menjadikan Pancasila sebagai
ideologi terbuka, dimana setiap Warga Negara berhak memahami Pancasila sesuai
dengan pemahamannya terhadap djaran yang ia anut, sehingga semua golongan
dalam masyarakat Indonesia menemukan dirinya dalam Pancasila.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 158/ 1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

' Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ b be
< ta’ t te
< sa’ s’ es (dengan titik di atas)
d jim j je
z ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha
3 dal d de
3 zal v zet (dengan titik di atas)
J ra’ r er
8 zai 7 zet
o sin s es
i syin sy es dan ye
U sad S es (dengan titik di bawah)
ue dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
) za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas
d gain g ge
< fa’ f ef
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T qaf q qi
4 kaf k ka
Jd lam 1 'el
p mim m 'em
¥ nun n 'en
3 wawu w we
A ha’ h ha
s hamzah ’ apostrof
& ya’ y ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
$3 e ditulis muta‘addidah
Bie ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah
1. Bila dimatikan ditulis 4
- FN ditulis hikmah
Lo ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan A

RS ditulis karamah al-auliya’




3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammabh ditulis

t
il 3183 ditulis zakatul fitr
D. Vokal Pendek
= fathah ditulis a
- kasrah ditulis i
= dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1 fathah + alif dimis | a
Glals ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya *mati ditulis a
(gl ditulis tansa
3 kasrah + ya “mati ditulis i
pS ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis u
U ditulis furiid
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya’mati ditulis ai
pSin ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
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s

ditulis

qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al ditulis a’antum
el ditulis u‘iddat
S55 ol ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qamariyyah
ol ditulis al-Qur’an
okl ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘I’ (el)nya.

eLaudl

LA

ditulis

ditulis

as-Sama’

asy-Syams

L Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

w2l g 9

aiull Jal

ditulis

ditulis

zawi al-furad

ahl as-sunnah
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BAB1I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak Pancasila dihapus sebagai asas tunggal untuk partai dan ormas
oleh kekuatan Reformasi, Pancasila tidak terdengar lagi gemanya. la kehilangan
kredibilitas sebagai ideologi karena begitu banyak penyelewengan yang
mengatasnamakannya. "Anti-Pancasila” begitu mudah diluncurkan oleh para
pejabat orde baru untuk membekuk musuh musuhnya, ekstrem kanan dan ekstrem
kiri. Pancasila, temuan para founding fathers Republik yang paling cemerlang,
menjadi dokumen yang mati.! Padahal, bagi suatu bangsa yang merdeka, ideologi
amat penting. Karena ia akan menentukan perjalanan sejarah suatu bangsa ke
depan.’

Ideologi, yang didefinisikan A.S. Hornby sebagai " seperangkat gagasan
yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh
seseorang atau kelompok tertentu,” adalah suatu yang sangat penting dan benar
benar vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, karena ideologi memberi
kejelasan identitas nasional, kebanggaan dan kekuatan yang bisa mengilhami
untuk mencapai cita cita sosial dan politik. Jadi, dalam politik, ideologi politik
menjadi penggerak dinamis yang utama dalam kehidupan organisasi atau lembaga

politik serta dalam kehidupan politik suatu negara atau bangsa, karena ideologi

! Kuntowijoyo, selamat tinggal mitos, selamat datang realitas, cet 1(Bandung: Mizan,
2002), him. 218.

? Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana ketegangan kreatif antara
Islam dan Pancasila, Cet 1, (jogjakarta: tiara Wacana, 1999), hlm vii.



berfungsi " menyatukan rakyat dalam organisasi politik untuk melakukan tindakan
politik secara efektif" Lebih dari itu, tujuan ideologi adalah untuk
membangkitkan perasaan dan mendorong munculnya tindakan, sedangkan
kekuatan ideologi terletak pada kapasitasnya dalam menangkap dan
menggerakkan imajinasi manusia serta melepaskan energi energi manusia.’
Bangsa Indonesia yang pernah mendapat pelajaran pahit kolonialisast
karena mengalami masa penjajahan panjang, sikap dan praktik praktik
kolonialisasi, baik secara eksternal dalam bentuk hubungan antar bangsa maupun
secara internal dalam bentuk hubungan antar elemen bangsa (suku, agama,
budaya, etnik, pusat dan daerah, sipil- militer, atau sebagainya), selalu dicela dan
dihina sebagai hal yang tak beradab dan anti kemerdekaan. Pancasila pun,
akhirnya, diluncurkan sebagai sebuah identitas dan citra diri bangsa Indonesia
yang pro kemerdekaan dan anti penjajahan. Pancasila, bagi bangsa Indonesia yang
merdeka, merupakan jangkar pertahanan dan pengembangan hidup
berkemerdekaan itu sendiri. Sayangnya, dalam praktiknya, sikap pro kemerdekaan
itu selau dihubungkan dengan masa lalu. Akibatnya, kemerdekaan itu sendiri
bukan dilihat sebagai rthe best way untuk membangun struktur kepribadian,
ketahanan moral, intelektualitas, dan etika penyelenggara hidup berbangsa sebagai
bangsa merdeka, sehingga mampu menyiasati berbagai praktik kolonialisasi baru,

baik yang datang dari luar maupun yang terjadi di antara elemen elemen bangsa.*

? Faisal Ismail, Ideologi, hlm. 15 -16.

4 Aholiab Watloly," Pancasila dalam kolonialisme baru," Jurnal Preambule, (Agustus
2003), hlm. 5 - 6.



Pancasila sebagai citra diri bangsa Indonesia hendaknya menegaskan
bagi dunia bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab yang bukan saja
menghargai dan menjunjung tinggi nilai nilai kemerdekaan sebagai hal yang
mulia, namun juga, tidak akan pernah tergoda untuk melakukan praktik praktik
kolonialisme terselubung, baik dalam bentuk kebijakan kekuasaan maupun
hubungan antarelemen bangsa yang saling berbeda dan majemuk.5

Munculnya Pancasila sebagai ideologi Negara memiliki sejarah yang
panjang yakni perdebatan yang keras dan tajam antara kelompok nasionalis Islam
dan nasionalis sekuler, dan ini berlangsung hingga saat ini.

Proses pencarian dan penemuan Pancasila sebagai falsafah Negara
adalah hasil dari perdebatan yang cukup keras antara kelompok nasionalis sekuler
dengan nasionalis muslim dalam siding BPUPKI. Keduanya memperoleh
pengikut. Sayap pertama sangat kelihatan dalam pemikiran politik Soekarno,
sedang sayap kedua terlihat dalam pemikiran politik Agus Salim dan Muhammad
Natsir. Kelompok nasionalis muslim mengajukan Islam sebagai falsafah dan dasar
Negara, sementara kelompok nasionalis sekuler mempertahankan Pancasila
sebagai dasar dan falsafah Negara ®

Konflik ideologis antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis
muslim mengenai masalah landasan falsafah Negara tetap tegang dan belum
terselesaikan sampai Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni
1945, dimana dia menawarkan gagasan tentang Pancasila. Di mata kelompok

nasionalis muslim, Pancasila tidak berisi apa apa kecuali kumpulan lima kebaikan

3 Aholiab Watloly," Pancasila", him. 5 - 6.

® Faisal Ismail, Ideologi, him. Vii.



kebaikan. Bagi kelompok nasionalis nasionalis muslim, teori Soekarno tentang
pemerasan lima prinsipnya menjadi tiga dan kemudian menjadi satu prinsip, yaitu
gotong royong adalah asing, ganjil dan "menggelikan". Sekali ia memeras
Pancasila menjadi satu prinsip, pertanyaan penting yang muncul adalah dimana
dia meletakkan prinsip ketuhanan? Tentu saja prinsip ini akan lenyap dalam
prinsip gotong royong. Karena alasan ini, fraksi nasionalis muslim menuntut
modifikasi Pancasila jika dimaksukkan untuk digunakan sebagai dasar negara.
Kemudian para wakil dari dua kelompok, setelah berdebat panjang dan seru,
menghasilkan kompromi politik bersejarah dalam bentuk yang oleh Yamin
dinamakan Piagam Jakarta, yang ditanda tangani pada tangggal 22 Juni 19457
Menjelang sidang resmi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan pengubahan
rancangan Undang Undang Dasar dan isinya, karena dia menerima keberatan yang
keras atas kalimat "...dengan kewajiban menjalankan syari'at bagi para
pemeluknya" dart orang orang Katholik dan Protestan yang hidup di wilayah
Indonesia Bagian Timur. Mereka menganggapnya sebagai diskriminasi terhadap
kelompok minoritas. Mereka mengancam untuk memisahkan diri dari Republik
Indonesia jika kalimat Islamis tersebut tetap dipertahankan.. dan kemudian demi
memprtahankn keutuhan bangsa, maka piagam Jakarta diganti dengan kalimat "
Ketuhanan yang Maha Esa" ®
Kelompok Islam mengajukan kembali rancangan asas Islam di dalam

perdebatan mengenai asas negara di dalam sidang Konstituante yang berlangsung

7 Faisal Ismail, Ideologi, him. 45.

8 Ibid., him. 49.



10 November 1956 hingga 2 Juni 1959. Pada saat persidangan ini perdebatan seru
terjadi lagi. Ada tiga kelompok yang mengajukan konsep asas negara : kelompok
Komunis dengan asas sosio-ekonomi, kelompok Islam yang menginginkan Islam
sebagai asasnya, dan kelompok Nasionalis, Kristen dan Hindu. Perjuangan pada
tingkat ini juga tidak berhasil. Soekarno menghentikan persidangan dan
memberlakukan konstitusi lama ( UUD 1945) dan Pancasila sebagai asas negara.’

Dengan kegagalan Agus Salim dan Mohammad Natsir untuk
menempatkan Islam sebagai dasar negara, peta pemikiran Islam di Indonesia
mengalami perubahan atau terjadi orientasi baru. Islam tidak lagi diperlihatkan
dalam bentuk dan wajah yang formalis, melainkan Islam ditampilkan dalam
realitas substantif. Konsep Islam sebagai Din wa Daulah kemudian dihindan
untuk menjadi jargon politik Islam Indonesia'’.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan politik di Negara ini,
Pancasila pada gilirannya mengalami tahap perkembangan yang melibatkan
proses hegemoni negara terhadap semua kekuatan masyarakat. ' Dan pertentangan
serupa (antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islam) menggejala lagi dalam
pemilu 1955 dan praktis selama orde lama, terutama antara tahun 1959-1965.
Pertentangan itu tidak ada di permukaan selama 32 tahun pemerintah Orde Baru
yang otoriter dengan program deideologisasi. Kalau saja sejarah kita tidak

terputus, mungkin sekarang pertentangan antara sekulerisme politik dan Islam itu

® M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, cet. I (Jogjakarta: Tiara Wacana,
1999), him. 170.

10 1bid., hlm. xi.

! Faisal Ismail, Ideologi, hlm. vii.



sudah menemukan solusi politik dan ideologisnya. Maka, tidak mengherankan
kalau dalam pemilu 1999 permasalahan ini timbul lagi. Seolah olah sejarah politik
kita tidak maju, tetapi berjalan mundur, suatu siklus, atau berjalan di tempat. N

Ragam pendapat tentang Pancasila berdimensi kontekstual yang
berkembang pada suatu saat, dan respon atas tafsir Pancasila oleh sementara pihak
yang dijadikan referensi perilaku pribadi ataupun di dalam kapasitasnya sebagai
aparat pemerintah. Sejak 1985, dengan "terpaksa" atau karena sikap "pragmatis”,
hampir seluruh gerakan Islam menjadikan Pancasila sebagai satu satunya asas.
Dua decade kemudian asas itu ditinjau ulang, bahkan sebagian di antara gerakan
Islam telah menanggalkannya. Dalam suasana reformasi sejak 21 mei 1998,
respon lain yang berbeda atas Pancasila yang muncul di awal '80-an ini. N

Usaha untuk memecahkan kemandekan politik dan ideologi ini sudah
muncul pada 1970-an ketika Nurcholis Madjid mengemukakan perlunya
sekularisasi politik dengan rumusan, "Islam Yes, Partai Islam No". akan tetapi,
seruannya itu banyak ditolak oleh orang Islam sendiri yang menyamakan
sekulerisme politik dengan sekulerisme total. Kemudian tahun 1980-an, K.H.
Abdurrahman Wahid juga mengemukakan perlunya sekulerisme politik sebagai
gerakan kultural. Akan tetapi, gagasannya itu tidak mendapat tanggapan secara

luas. Kemudian tahin 1995 keluar gagasan "high politics” dari Amin Rais, dengan

12 Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, him. 212.

3 Abdul Munir Mulkhan, Pancasila dalam Multitafsir; Kata Pengantar, dalam Moch.
Syarifin maloko S.H, Pancasila; De-Islamisasi Dan Politik Provokasi, cet. 1 (Yogyakarta:
Poestaka Bersatoe, 2001), him. xiii- xiv.



maksud bahwa keterlibatan politik suatu agama tidak sepatutnya pada politik
praktis sehari-hari."*

Kuntowijoyo, yang merupakan sosok intelektual muslim kontemporer
negeri ini, berusaha memberikan interpretasi konseptual tentang Pancasila.
Disamping ia mencoba untuk memberikan ruh terhadap Pancasila.

Bagi Kuntowijoyo, kemandekan politik ini sudah selayaknya dituntaskan,
dan harus ada jalan tengah untuk mengatasi kemandekan politik. Selama ini
memang Pancasila lebih berfungsi sebagai ideologi yang mempersatukan
Indonesia secara politis, tetapi belum efektif sebagai ideologt ekonomi, social dan
budaya, karena Pancasila lebih dipahami sebagai mitos. Disamping itu
Kuntowijoyo juga memandang perlu mengisi ideologi dengan agama. Karena
ideologi tanpa agama adalah kekacauan bahkan Pancasila sebagai ideologi adalah
"obyektifikasi" dari agama agama, schingga Pancasila memperoleh dukungan
ganda: yaitu ideologi mempunyai "categorical imperative", dan melalui proses
"internalisasi" ia bisa masuk ke wilayah agama.'’

Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah bangsa Indonesia, yang
dalam pembahasan, penafsiran dan penerapannya, telah memunculkan dua aliran
besar. Pertama aliran sekulerisme yang menginginkan dasar negara tanpa agama,
kedua kelompok teokrasi (Islam) yang mendambakan penyatuan agama dan

negara dalam dasar negara.

" Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, him. 213,

5 Ahmad Syafi'i Ma'arif, kata Pengantar, dalam M. Rusli karim, Negara dan Peminggiran
Islam Politik, cet. I (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1999), him. 173.



Gagasan Kuntowijoyo mempunyai kekhasan tersendiri di banding dengan
cendekiawan muslim lainya. [a keluar dari dua mainstream antara dua aliran
kelompok diatas. Dia mencoba memberikan solusi terhadap ketegangan kedua
kelompok aliran tersebut dengan jalan obyektifikasi. Obyektifikasi berarti
memandang sesuatu secara obyektif.

Menurut beliau, kalau seandainya kita berfikir dialektis, tesis — anti tesis —
sintesis, maka kiranya akan ditemukan gerak sejarah pemikiran berupa Islamisasi
— sekulerisasi — obyektifikasi. Dengan obyektifikasi, kekhawatiran pihak
sekulerisme politik dan non muslim akan adanya gerakan fundamentalisme Islam
yang militant dan agresif akan hilang. Demikian juga hilanglah ketakutan pihak
Islam akan adanya gerakan militan dan agresif dari sekulerisme politik dan non

muslim.'®

B. Pokok Masalah
Dari gambaran latar belakang di atas, yang menjadi signifikansi masalah dalam
tulisan ini adalah
1. Bagaimana paradigma Kuntowijoyo tentang Pancasila ditinjau dari
perspektif siyasah ?
2. Bagaimana relevansi paradigma Kuntowijoyo dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara ?

16 Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, him. 216- 217



C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisa paradigma Kuntowijoyo tentang Pancasila dari sudut
pandang siyasah.

2. Menganalisa relevansi Kuntowijoyo dalam konteks Indonesia.

Kegunaan penelitian ini :

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi
pemikiran , khususnya mengenai persoalan politik yang semakin hari
mengalami perkembangan. Di samping memberikan pandangan baru
tentang kajian tokoh dalam bidang politik Islam.

2. Bagi perkembangan politik Islam, menambah wacana politik Islam
mengenai asumsi dasar serta prinsip prinsip berdirinya negara yang
berdasarkan pada pandangan manusia terhadap Tuhannya yang
diekspresikan dalam perilaku keagamaan dan berkenaan dengan tujuan
yang akan di capai dari sebuah negara.

3. Bagi kehidupan secara umum, pemahaman yang lebih jauh tentang
Pancasila di tengah masyarakat muslim khususnya mengenai perbedaan
pendapat di antara tokoh ulama dan intelektuainya dalam rangka
mengembangkan ijtihad yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat dan
menjadi rahmat, sekaligus mampu menjadi kran dialog bagi sumbangan

Islam yang inklusif dan rahmatan lilalamin.
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D. Telaah Pustaka

Kuntowijoyo , seorang tokoh muslim yang mempunyai gagasan-gagasan
yang jernih, baik berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, kebangsaan
maupun kenegaraan. Dan termasuk tokoh yang mempunyai gagasan berbeda dari
mainstream intelektual lainnya. Karena sosoknya yang fenomenal dalam sejarah,
menjadikan beberapa ilmuan mencoba mengelaborasi pemikiran tokoh tersebut.
Adapun buku-buku yang dapat dijadikan telaah pustaka antara lain.

Pertama, skripsi pada fakultas Syari’ah yang ditulis Khusnul Muttagin'’
dengan judul” Pemikiran Kuntowijoyo tentang Obyektifikasi Islam dan
urgensinya bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia”, Skripsi tersebut
sebagaimana dalam judul nya , hanya membahas salah satu gagasan Kuntowijoyo
tentang obyektifikasi dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. Sedang
gagasan nya tentang politik khususnya berkaitan dengan ideologi Pancasila sama
sekali tidak di bahas.

Kedua, skripsi yang di tulis Imron'® “ Pemikiran Kuntowijoyo tentang
aktualisasi politik Islam masa orde baru “. Skripsi ini menggambarkan tentang
bagaimana posisi politik Islam pada masa orde baru, kemudian juga menjelaskan
gagasan Kuntowijoyo tentang bagaimana peran politik Islam dalam membangun

umat.

7 Khusnul Muttaqgin, “Pemikiran Kuntowijoyo tentang Obyektifikasi Islam Bagi
Pengembangan Hukum Islam di Indonesia“, skripsi tidak diterbitkan, Jogjakarta: IAIN Sunan
Kalijaga , 2001.

% Imron, “Pemikiran Kuntowijoyo tentang Aktualisasi Politik Islam Masa Orde Baru,
Skripsi tidak diterbitkan, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
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Ketiga, skripsi yang di tulis maksun'® “ Studi Perbandingan Pemikiran
Imam Khomaini dan Kuntowijoyo tentang Negara dan Demokrasi“. Skripsi ini
sebagaimana judulnya menggambarkan tentang bagaimana format negara dan
demokrasi menurut Kuntowijoyo, dengan mengkomparasikan dengan pemikiran
Imam Khomaini dengan mencari persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh.

Dengan demikian, pada skripsi ini penulis melakukan penelitian mengenai
pemikiran Kuntowijoyo tentang ideologi Pancasila di tinjau dari sudut siyasah,
yang didasari pada pokok masalah yang berbeda dengan beberapa penulis di atas..
E. Kerangka Teoretik

Persoalan agama dan politik dalam diskursus filsafat politik Islam hingga
saat ini masih menjadi polemik. Walaupun sebenarnya ada semacam keyakinan
bersama di antara para pemikir muslim bahwa Islam sebagai ajaran yang
sempurna mesti meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia tidak
terkecuali masalah politik. >’

Pada masa kontemporer, para sosiolog teoritisi politik Islam merumuskan
beberapa teori tentang negara., teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi
tiga paradigma. Pertama, Pardigma integralistik (urified Paradigm). Dalam
paradigma ini agama dan negara menyatu. Wilayah agama meliputi politik atau
negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Kedua,

paradigma simbiotik ( simbiotic paradigm), dalam pemahaman paradigma ini

' Maksun, Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomaini dan Kuntowijoyo tentang
Negara dan Demokrasi, skripsi tidak diterbitkan, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga , 2003.

20 Widyastini, Unsur Filsafat Islam, (Jogjakarta: Kota Kembang , 1991), him. 18.
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agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang
bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan
negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara
memerlukan agama, karena dengan agama , negara dapat berkembang dalam etika
dan moral spiritual. Kefiga, paradigma sekuleristik (secular paradigm), yaitu
paradigma yang menolak kedua pemikiran di atas. Sebagai gantinya , paradigma
sekuleristik mengajukan pemisahan antara agama atas negara, dan negara atas
agama. Konsep ad-dunya al-akhirah, ad-din wa-dawlah, atau umur ad-dunya
umur ad-din didikotomikan secara diametral. Dalam konteks Islam paradigma ini
menolak pendasaran negara Islam atau paling tidak, menolak determinasi Islam
pada bentuk tertentu dari negara.”!

Dan dalam hal pemahaman dan kecenderungan pemikiran, dikalangan
politik Islam mengkategorikan kedalam beberapa polarisasi: Pertama, antara
skripturalistik dan rasionalistik. Polarisasi ini berhubungan dengan pendekatan
terhadap sumber Islam , al-qur'an dan hadis. Terutama menyangkut metode
penafsiran. -Kecenderungan . skripturalistik | menampilkan pemikiran bersifat
tekstual dan literal. Sedang kecenderungan rasionalistik menampilkan penafsiran
secara rasional dan kontekstual. Kedua, antara idealistik dan realistik, pendekatan
pertama cenderung melakukan idealisasi dengan menawarkan nilai-nilai Islam
yang ideal. Sedang realistik lebih bersifat kompromistik dengan cara menerima

dan mengkritik kekuasaan lewat pemberian isyarat dan pesan moral. Ketiga,

?! Marzuki Wahid dan Rumadi, Figh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum di
Indonesia, ( Jogjakarta: LKiS, 2001), him. 26-28.
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antara formalistik dan substantifik. Sesuai dengan arti kata kedua istilah ini,
pendekatan formalistik cenderung mementingkan bentuk dari pada isi. Pendekatan
ini akan menampilkan konsep tentang negara dan simbolisme keagamaan, sepertt
nampak pada negara Islam. Pendekatan substantifik sebaliknya, cenderung
menekankan isi dari pada bentuk. Dalam konteks konsep tentang negara, para
pemikir ini tidak mempersoalkan bagimana bentuk dan format dari negara, tetapi
memusatkan bagaimana mengisinya. i

Disamping itu Terdapat tiga arus utama pemikiran politik Islam di
Indonesia. Pertama, Arus formalistik. Arus ini menekankan formalisme
keagamaan yaitu bentuk bentuk prakonsepsi Islam tentang politik, seperti bentuk
Negara dan corak instrumen politik yang perlu diadakan. Kedua, arus substantif
yang menekankan isi (substansi) dari pada bentuk (format). Pendukung arus ini
menekankan tuntutan manifestasi nilai nilai Islam dalam aktivitas politik, dan
substansi nilai nilai instrinsi Islam ke dalam kehidupan politik nasional. Ketiga,
arus "Fundamentalis". Istilah ini dipakai untuk menunjukkan adanya arus yang
berada di lua dan di antara dua arus sebelumnya. Pendukung arus ini cenderung
untuk bertumpu pada nilai nilai dasar Islam dan berusaha untuk melakukan

ideologisasi terhadap Islam untuk kehidupan politik.”

22 Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik
Islam", Ulumul Qur'an, Nomor 2, Vol. IV, Th. 1993, him. 8-9.

2 M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, cet. I (Jakarta: Logos, 2001), him.
184.
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Dalam Islam, prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan publik
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
umat atau kesejahteraan rakyat secara umum. Tujuan substansif-universal
disyariatkannya hukum agama adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan
akherat,?* dan Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin.

F. Metode Penelitian

Maksud di gunakannya metode dalam suatu penelitian ilmiah adalah
sepaya kegiatan praktis (penelitian) tersebut dapat terlaksana secara rasional dan
terarah serta dapat mencapai suatu hasil yang optimal.*’

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (l/ibrary research), yaitu

penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama,

Sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (documentary research).

Dalam penelitian ini objek kajian adalah pemikiaran politik tokoh dalam

hal ini Kuntowijoyo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif — analitik yartu menuturkan,

menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang

dikaji,?® dalam hal ini pemikiran Kuntowijoyo tentang Pancasila secara

24 Amir Mualim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, cet. 1 ( Jogjakarta: UII
Pres, 1999 ), him. 4.

25 Anton Bakker, Metode Filsafat, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

26 Winarno Surakhmad, Pengantar Metode Ilmiah, (Bandung : Tarsito, 1982), him. 36.
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sistematis dan seobyektif mungkin sekaligus menganalisa pemikiran
Kuntowijoyo tentang Pancasila dari perpektif siyasah (politik Islam) serta
relevansinya dalam konteks indonesia.

Tehnik pengumpulan data

Data-data di ambil dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, buletin,
majalah, ensiklopedi dan sumber-sumber yang berkaiatan. Buku-buku
Kuntowijoyo yang berjudul: Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang
Realitas,”” Identitas Politik Umat Islam,”® Demokrasi dan Budaya
Birokrasi,”> Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi*® Muslim Tanpa
Masjid,”" dan tulisan-tulisan lain yang dimuat di beberapa media sebagai
hasil karyanya sendiri menjadi data primer, sedang tulisan tulisan yang

berkaiatan dengan pembahasan menjadi data sekunder.

. Analisis data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan
instrumen deduktif. Deduktif yaitu pola penalaran yang berangkat dari
data data yang bersifat umum yaitu pemikiran politik islam tentang Negara

dasar-dasar yang melandasinya dan pemikiran Kuntowijoyo mengenai

2002).

1994).

1998).

7 Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Redlitas, cet. | (Bandung: Mizan,

8 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam cet. I (Bandung: Mizan, 1997).

 Kuntowijoyo, Demokrasi dan Budaya Birokrasi, cet. I (Yogyakarta: Benteng Budaya,
* Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, cet. VIII (Bandung: Mizan,

3! Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, cet. Il (Bandung: Mizan, 2001).
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dasar Negara Pancasila untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat
khusus yaitu pandangan pemikiran politik Islam terhadap pemikiran
Kuntowijoyo tentang Pancasila,’? serta relevansi pemikirannya dalam
konteks indonesia.

5. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan : pendekatan historis-
sosiologis yaitu pendekatan yang menggambarkan tentang proses
terjadinya perilaku (pemikiran) sekaligus sudut posisi manusia yang

membawanya pada proses perilaku (pemikiran ) tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dipahami dan sistematis, maka pembahasan skripsi ini
penyusun bagi menjadi lima bab.

Bab Pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari sub bab: Latar
belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab kedua membahas Islam dan Negara yang menjadi acuan
untuk menjadi alat untuk menganalisis, yang meliputi pembahasan tentang Islam
dan dasar Negara, Islam versus Negara, Islam dan perubahan serta Islam dan
pluralisme.

Bab ketiga membahas pancasila dan paradigma Kuntowijoyo tentang

Pancasila sebagai data yang akan dianalisis, yang terdiri dari sub bab, pertama,

32 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him. 40.
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sejarah dan perjalanan Pancasila yang meliputi perdebatan antara nasionalis
sekuler dan nasionalis Islam seputar munculnya Pancasila serta respon umat
Islam terhadap Pancasila pada saat munculnya Pancasila dengan hilangnya tujuh
kata dalam piagam jakarta, pada masa orde lama, pada masa orde baru. Dan pada
sub bab selanjutnya membahas paradigma Kuntowijoyo tentang pancasila yang
meliputi sekilas biografi dan pemikirannya, pendidikan dan perjalanan hidupnya,
karya dan pemikirannya, pandangan politik Kuntowijoyo, Paradigma
pemikirannya tentang Pancasila.

Bab keempat membahas tentang sebuah analisa terhadap Pemikiran
Kuntowijoyo tentang pancasila dari sudut pandang siyasah, yang terdiri dari sub
bab, pertama, antara integralistik dan parsial, kedua relevansi pemikiran
Kuntowijoyo untuk konteks Indonesia.

Dan bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Paradigma Kuntowijoyo tentang Pancasila yang merupakan transformasi
nilai-nilai keislamannya dengan mencoba memberikan ruh baru terhadap
pancasila melalui obyektifikasi, pada dasarnya tidak bertentangan dengan
pandangan politik Islam, karena politik Islam meletakkan dasarnya pada
asas keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan adanya musyawarah antara
penguasa dan rakyat. Dan tidak ada pola baku tentang bentuk Negara
dalam Islam.

2. Kondisi masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa
dan agama, paling tidak ada lima agama resmi yang terdapat didalamnya.
Kemajemukan dan pluralitas masyarakat dalam Islam merupakan
sunnatullah yang tak mungkin dihindari. Kemajemukan pada era
Rasulullah telah ada, hal ini terbukti dengan adanya Konstitusi Madinah
sebagai kalimatun sawa'. Maka dalam konteks Indonesia, pemikiran
Kuntowijoyo tentang Pancasila cukup relevan dalam beberapa hal:
Pertama, dengan melihat kondisi Obyektif masyarakat Indonesia yang
plural, maka Pancasila adalah alat pemersatu dari semua golongan yang
ada didalamnya, dan semua golongan menemukan dirinya dalam Pancasila
melalui obyektifikasi. Kedua, penyelewengan terhadap Pancasila pada era

Orde Lama dan Orde Baru tidak boleh terulang kembali, dalam hal ini

108
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radikalisasi Pancasila meniscayakan tiga hal, yaitu konsistensi, koherensi,

dan korespondensi.

. Saran-saran.

. Perubahan sosial dan budaya sangat berpengaruh terhadap produk sebuah
pemikiran politik Islam dalam suatu Negara, maka umat Islam dituntut
untuk senantiasa mampu memahami teks al-Qur'an dan Hadis serta
seperangkat syari'at Islam lainnya, yang mendukung untuk memahami
konteks atau kondisi kemasyarakatan, sehingga kehidupan bernegara
dengan nilai-nilai ajaran Islam akan terwujud.

. Islam hadir di dunia membawa kerahmatan bagi sekalian alam, sehingga
sudah seharusnya umat Islam berusaha untuk mewujudkan cita-cita Islam
tersebut. Dan untuk memulainya bisa diawali dengan pembenahan
kehidupan sosial-politik seperti meletakkan nilai-nilai Islam dalam tatanan
kehidupan berbangsa beregara.

. Penerapan terhadap pancasila di Indonesia belum koresponden, karna pada
masa sekarang pun masih terlihat tidak sesuai antara teori dengan praktek.
Pelarangan terhadap jamaah Ahmadiyah adalah satu sikap yang tidak

Pancasilais. Dan bertentangan dengan sila pertama.
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